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BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR '/ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. A,

BUPATI TANAH LAUT,

bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur beberapa
satuan pendidikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 219 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018
tentang Perubahan Satuan Pendidikan Pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut,
maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur Unit
Pelaksana Teknis Daerah satuan pendidikan pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;

bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang
Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa dalam hal Bupati
dengan pertimbangan tertentu, membutuhkan unit
kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan
administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya,
maka Bupati dapat membentuk Koordinator Wilayah
Kecamatan sebagai unit kerja nonstruktural yang
dipimpin oleh seorang Koordinator yang pembentukannya
sckaligus dimuat dalam Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat 1l Tabalong

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820} tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851});

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
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9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK
adalah Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut

10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat 8D adalah
Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanah Laut.

11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat
SMP adalah Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dacrah adalah Kepala Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini membentuk:
1) UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan, yaitu:
a UPID TK;
b. UPTD SD; dan
c. UPTD SMP.
2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan,
yaitu:
a. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan Kecamatan Pelaihari;
b. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan Kecamatan Kintap;
¢. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan Kecamatan Jorong;
d. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan Kecamatan Batu Ampar;
e. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan Kecamatan Panyipatan:
f.  Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan Kecamatan Takisung;
8 Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
h. Koordinator ~Wilayah  Kecamatan Bidang
Pendidikan Kecamatan Bati-Bati;
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Q. Peraturan Deerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25};

10. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 66 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemr.rh.ltahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
?&dsang-[mdang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

5. W_alul Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.

6. Dmm.; . Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas

: Pendmkan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

. UKenl:tudaP);nan Kabupaten Tanah Laut.

. . laksana Teknis Daerah yang selanjutnya
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i. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan Kecamatan Bumi Makmur,

j.  Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan Kecamatan Kurau; dan

k. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang
Pendidikan Kecamatan Bajuin.

(2) Daftar UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran [V, Lampiran V
dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(2) Koordinator Wilayah Kecamatan merupakan unit kerja
nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator
yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
UPTD TK

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD TK terdiri atas:
a. UPTD TK;
b. Urusan Tata Usaha: dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD TK sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Buiati ini.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal §
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(1) UPTD TK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
| belajar mengajar, pembinaan personil, sarana prasarana
dan kurikulum pendidikan TK.
(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), UPTD TK mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan
UPTD TK;

b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi,
inventarisasi permasalahan-permasalahan  serta
pelaksanaan  pemecahan permasalahan  yang
berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan UPTD
TK;

c. perencanaanm, pelaksanaan,
pengevaluasian dan pelaporan kegiatan UPTD TK;

d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan
pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang
tugasnya;

e. penyelenggaraan  proses pembelajaran sesuai
ketentuan berlaku;

f  penyelenggaraan evaluasi hasil belajar peserta didik;

g. penyediaan sarana dan fasilitas belajar; dan

h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pengendalian,

sebagai berikut:
a. menyusun kebijakan operasional pengelolaan UPTD
TK;

b. menetapkan perencanaan kinerja UPTD TK
berdasarkan Rencana Strategis/Rencana Kerja
Dinas;

¢. melaksangkan kebijakan umum dan teknis serta
mengkoordinasikan kegiatan dalam Pendidikan TK
sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku:

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan
program dan rencana UPTD TK;

e. menghimpun dan mengolah data serta informasi
vang berhubungan dengan UPTD TK;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan
kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam
rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD TK;

g menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

h. mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan

. evaluasi dibidang pelayanan pendidikan TK;

f' melaksanakan fasilitasi pelatihan teknis pendidik;

2 menyelfenmknn kebijakan teknis kegiatan belajar
mengajar, pembinaaan tenaga edukatif dan non
edukatif, pengelolaan sarana prasarana dan
kurikulum dalam wilayah kerjanya;
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k. membimbing, membina dan mengawas kegiatan
belajar mengajar dan pengelolaan sarana prasarana
UPTD TK guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelayanan di bidang pendidikan,

[ melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dalam
rangka peningkatan mutu pendidikan TK,

m. melaksanakan sosialisasi program kegiatan sekolah,

n. melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik;

0. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestas
pendidik dan tenaga kependidikan;

p. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestas
kelembagaan sekolah;

q. mengelola administrasi kepegawaian pendidik dan
tenaga kependidikan;

r. melaksanakan koordinasi dengan pengawas sckolah
dalam meningkatkan kualitas pendidikan;

s. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan
menumbuh kembangkan minat baca anak;

t. mengatur pendayagunaan pendidik dan tenaga
kependidikan pada wilayah UPTD;

u. melaksanakan inventarisasi barang/Aset daerah
pada wilayah UPTD;

v. melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan
pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
pendidikan TK pada wilayah UPTD;

w. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan
ketatausahaan;

x. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas UPTD TK; dan

y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang
tugas dan tanggungjawabnya.

Paragraf 3
Urusan Tata Usaha

Pasal 6

(1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok
melaksanakan administrasi kurikulum, peserta didik,
kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana,
hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagai berikut:

a. melaksanakan administrasi kurikulum;

b. melaksanakan administrasi peserta didik;

¢. melaksanakan administrasi sarana dan prasarana;
d. melaksanakan administrasi kepegawaian;

e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
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(2)

(3)

(4)

(5)

8

f. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja
Anggaran dan melaksanakan pengelolaan
penatausahaan keuangan;

g. menyiapkan bahan dan penyusunan program
kegiatan;

h. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data
pelaksanaan kegiatan UPTD;

i,  melaksanakan penatausahaan barang dan
invertarisir barang;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan
pertanggungjawaban keuangan;

k. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis
sesuai tugas dan fungsinya;

|  melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan,
dan perlengkapan;

m. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

tanggung jawabnya.

2

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai keahlian dan
kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
?ada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan
oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan

oleh K i j
eh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala

J_umlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.
Jenis, jenjang, dan tugas i 1

: , i masing-masing Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

sesuai dengan ketentuan
peraturan perundan
undangan yang berlaku. .

Bagian Kedua
UPTD 8D

Paragraf 1
Susunan Organisasi
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(2)

(1)

(2)

3

Pasal 8

Susunan Organisasi UPTD SD terdiri atas:

a. UPTD 8D;

b. Urusan Tata Usaha: dan

¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi UPTD 8D sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 9

UPTD SD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
belajar mengajar, pembinaan personil, sarana prasarana
dan kurikulum pendidikan tingkat sekolah dasar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), UPTD SD mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan
UPTD SD;

b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi,
inventarisasi permasalahan-permasalahan serta
pelaksanaan pemecahan permasalahan vang
berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan
sekolah;

c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pengevaluasian dan pelaporan kegiatan sekolah:

d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan
pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang
tugasnya,

e. penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai
ketentuan berlaku;

f. penyelenggaraan evaluasi hasil belajar peserta didik;

g. penyediaan sarana dan fasilitas belajar; dan

h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan operasional pengelolaan UPTD
8D;

b. menetapkan perencanaan kinerja UPTD SD
berdasarkan Rencana Strategis/Rencana Kerja
Dinas;

c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta
mengoordinasikan kegiatan UPTD SD sesuai dengan
kebijakan Dinas dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan
program dan rencana kegiatan UPTD SD;
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menghimpun dan mengolah data serta informasi
yang berhubungan dengan UPTD SD;
menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan
kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam
rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD SD-
menyelenggarakan proses pembelajaran  sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan
evaluasi dibidang pelayanan pendidikan SD:
melaksanakan fasilitasi pelatihan teknis pendidik;
menyelenggarakan kebijakan teknis kegiatan belajar
mengajar, pembinaaan tenaga edukatif dan non
edukatif, pengelolaan sarana prasarana dan
kurikulum dalam wilayah kerjanya;
membimbing, membina dan mengawasl kegiatan
belajar mengajar dan pengelolaan sarana prasarana
sekolah guna meningkatkan efektivitas dan efisiens
pelayanan di bidang pendidikan;
menyelenggarakan Unit Produksi Sekolah dalam
rangka meningkatkan kompetensi siswa;
melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dalam
rangka peningkatan mutu pendidikan SD:
melaksanakan sosialisasi program kegiatan sekolah:
melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik:
melaksanakan fasilitasi bimbingan konseling peserta
didik;
melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi
akademik dan non akademik peserta didik;
melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi
pendidik dan tenaga kependidikan;
melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi
kelembagaan sekolah;
mengelola administrasi kepegawaian pendidik dan
tenaga kependidikan;
melaksanakan  koordinasi dengan pengawas
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan
terhadapsimyangﬁdakmampudenpninatansi
terkait;
merumuskan program, mengatur, mengendalikan,
mengevaluasi dan mengkaji uji coba penerapan
model program peningkatan kualitas SD:
melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan
media dan bahan pembelajaran pendidikan SD:
melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan
menumbuh kembangkan minat baca siswa di SD;

melaksanakan inventarisasi barang/Aset daerah
pada wilayah UPTD;
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(2)

bb.

cC.

dd.
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melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan
pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
pendidikan pada wilayah UPTD;

melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan
ketatausahaan,;

mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas UPTD SD; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang
tugas dan tanggungjawabnya.

Paragraf 3
Urusan Tata Usaha

Pasal 10

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok
melaksanakan administrasi kurikulum, peserta didik,
kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana,
hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagai berikut:

a
b.
c.
d
€
f.

melaksanakan administrasi kurikulum;
melaksanakan administrasi peserta didik;
melaksanakan administrasi sarana dan prasarana,
melaksanakan administrasi kepegawaian;
melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja
Anggaran dan  melaksanakan  pengelolaan
penatausahaan keuangan,

menyiapkan bahan dan penyusunan program
kegiatan;

mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data
pelaksanaan kegiatan UPTD;

melaksanakan  penatausahaan barang dan
invertarisir barang;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan
pertanggungjawaban keuangan;

menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis
sesuai tugas dan fungsinya;

melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan,
dan perlengkapan;

mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
tanggung jawabnya.

Parngraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11
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o NOMENKLATUR LAMA NOMENKLATUR BARU
NO | wren NAMA UNIT KECAMATAN NAMA UNIT l KECAMATAN
148 | 30300822 |8SD NEGER] KINTAP KINTAP UPTD 8D NEGERI 1 KINTAP KINTAP
149 8D NEQGERI 2 KINTAP KINTAP UPTD SD NEGERI 2 KINTAP KINTAP
150 | 30300821 |8D NEGER] KINTAP KECIL 1 KINTAP UPTD SD NEGERI 1 KINTAP KECIL KINTAP
151 | 30300820 |90 NEGER] KINTAP KECIL 2 KINTAP UPTD SD NEGERI 2 K.[NTAP KECIL [‘UNT:\P
152 | 30300819 8D NEGERI KINTAPURA IKlNTAP UPID SIJ NEGE&[ 1 KIN'TAII’UhRA . K]HTAP _
153 SD NEQGERI 2 KINTAPURA KINTAP UPTD 8D NEGERI 2 KJNTAPURA - KINTAP _
154 | 30300603 | 4D NEGER]I MEKARSARI KINTAP | UPTD D NEGBRJ MEKARSARI _ K.INT_:\—P ‘_
155 | 30300600 |SD NEGERI MUARA KINTAP 1 K]ﬁTg\P UPTD SD NEGER‘ 1 MUARA K];":TIIP ;IH;‘;P_ =
156 | 30300601 |SD NEGERI MUARA KINTAP 2 I(IHTAP- UI-’TD SD NEGER! 2 M-UARA K]NTAI’# KIN;P_AI; B .
157 8D NI-EOERJ 3 MUJ\RA KINTﬁP K];ﬂ'AP : 1 UPTD SD‘-N;SaERJ 3 MUARA KINT.FLP_&]?II.?P Fol
158 3()30061 1 BD NEGERI P.\NDAN SARI 1 KI_NTA_P_ ol UPTD 8D NEG.-E_}';; -l_P_ANDAN SAR! |KINTAP
159 .3(;3-&]6.1'2 8D NEGERI PﬂNDAN SARI 2 K;NTAP ¥ Uﬁ; -_SD_ N:EGI;‘,R!TPANDAN SA'RJ K]NTAP
160 | 30300629 |SD NEGERI PﬁNDAN SARI 3 K];ﬂ'; I_J;'}D_;D NEGERI 3 PANDAN SARI |KINTAP
161 | 30300619 |SD NEGERI PASIR PUTIH " lawmap | |UPTDSD NEGERI PASIRPUTIH  |KINTAP
! 16_2 d303005_50 SD NEGERI RIAM ADUNOAN 1 | K]NT;P—. ik U;’i:b_si)ﬁN_E&El;I_l_RM ADUNGAN KINTAP
r‘.l..6.3' i 30:;&;531 SD HN;JG;R?RMM ADUNGAN 2 N KINTAP UPTD SD NEGERI 2 RIAM ADUNGAN KINTAP
_1;;_“ ;3;!)_5._5-—7—‘ sSD N;éﬂl SALAMAN | KINTAP UPTD SD NEGER! 1 SALAMAN KINTAP_
165 6-9_'5;4;449 SD NEOERI SALAMAN 2 = KINTAP UPTD SD NEGERI 2 SALAMAN KINTAP
166 303005?; WSD NEQB.;J_-S_MBJ\N BARU o KINTAP UPTD SD NEGERI SEBAMBAN BARU |KINTAP
“167 30300588 |SD NEGERI SUMBER JAYA 1_-——' KINTAP UPTD SD NEGER! 1 SUMBER JAYA |KINTAP
:6;4 W S NEGERI SUMBER JAYA 2 3 KINTAP UPTD SD NEGERI 2 SUMBER JAYA |KINTAP
169 | 30300583 |8D NEGERI SUNGAI CUKA KINTAP UPTD SD NEGERI 1 SUNGA]I CUKA |KINTAP
'-1-_';0 8D NEGERI 2 SUNGAI {;U_EA__ ‘ KINTAP UPTD SD NEGERI 2 SUNGAI CUKA |KINTAP
171 | 30300743 8D NEGERI BANYU IRANG 1 BATILBATL  |UPTD SD NEGERI 1 BANYU IRANG |BATI-BAT!
172 | 30300742 |SD NEGERI BANYU IRANG 2 BATLBATI  |UPTD SD NEGERI 2 BANYU IRANG {BATL-BATI
(173| 30300741 |[SD NEGERI BANYU IRANG 3 BATI.BATI  |UPTD SD NEGERI 3 BANYU IRANG |BATI-BATI
174 | 30300736 |SD NEGERI BATI - BATI 1 BATLBATI  |UPTD SD NEGERI 1 BATI - BATI  |BATI-BATI
175 | 30300735 |8D NEGERI BATI - BATI 2 BATLBATI  |UPTD SD NEGERI 2 BATI - BATI  |BATL-BATI
176 | 30300848 |8SD NEGERI BENTOK DARAT 1 BATI-BATI UPTD SD NEQGER! 1 BENTOK DARAT |BATI-BATI
(177 | 30300847 [SD NEGERI BENTOK DARAT 2 BATLBATI  |UPTD SD NEGERI 2 BENTOK DARAT {BATI-BAT
176 | 69967699 |UPTD 8D NEGERI BENTOK DARAT 3 [BATI-BATI  |UPTD SD NEGERI 3 BENTOK DARAT |BATI-BATI
9| 30200848 |8D NEGERI BENTOK KAMPUNG  [BATI-BATL [UPTD 8D NEGERI BENTOR BATI-BAT!
180 | 30300843 |SD NEGERI BENUA RAYA 1 BATLBATI  |UPTD SD NEGERI 1 BENUA RAYA | BATI-BATI
181 | 30300842 |SD NEGERI BENUA RAYA 2 BATLEAT. |UPTD SD NEGERI 2 BENUA RAYA  [BATI-BATI
182 | 30300796 |SD NEGERI KAIT-KAIT 1 BATLBATI  |UPTD SD NEGERI 1 KAIT-KAIT  [BATI-BATI
183 | 30300813 |SD NEGERI KAIT-KAIT 2 SATLBATI  |UPTD SD NEGERI 2 KAIT-KAIT  |BATI-BAT!
vor | moacemor 60 NNGRI LIANG ANGOANG'T | aiaam  JUPTO D NEORE ) = BATI-BAT!
186 | 30312652 |SD NEGERI LIANG ANGGANG 2 [BATI-BATI W oy BATHBAT

Dipindai dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScanner



